
 

 

 

 

 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR  10  TAHUN 2017 

 

TENTANG  

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK    

NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang :   a. bahwa program pembangunan  jangka  menengah  di  

Kabupaten Gresik telah dituangkan ke dalam Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik  Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2016-2021;  

b. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016-2021 telah terjadi perubahan 

mendasar meliputi asumsi ekonomi makro, perubahan 

organisasi perangkat daerah, perubahan kebijakan 

nasional dan kesepakatan internasional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan  

Peraturan Daerah tentang  Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Tahun 2016-2021; 

 

Mengingat :   1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 



 

 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi 

Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 

dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 



 

 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengedalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4817); 



 

 

15.  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016  tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

17. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 3); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 

tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi 

Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 

tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 



 

 

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1312);  

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 

2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2008 Nomor 6); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2009 Nomor 11); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2016 Nomor 9); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016 Nomor 18); 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN GRESIK 

dan 

BUPATI GRESIK 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan    : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 9 

TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH  TAHUN 2016-2021. 



 

 

Pasal I 

 

Lampiran ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9)  

diubah dan dibaca sebagaimana dalam Lampiran yang 

merupakan  bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Gresik. 

 

Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 
 

BUPATI GRESIK, 

 
 

 

 

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si. 

 

Diundangkan di Gresik  

pada tanggal    
  

           SEKRETARIS DAERAH  

            KABUPATEN GRESIK 

    

 

 

Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM 

            Pembina Utama Madya 
     NIP. 19580924 198003 1 006 
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 NOMOR  10 

 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK, PROVINSI JAWA 

TIMUR NOMOR 405-10/2017 



 

 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK 

NOMOR  10 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK    

NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA 

MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021 

 

 

I. UMUM 

 

Dasar Penyusunan perencanaan pembangunan adalah Undang-

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Dijelasakan Bahwa Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan 

program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP 

Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan 

keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan 

program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja 

dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. 

Dalam rangka Penyusunan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten 

Gresik Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, agenda 

substansial yang mendasar dan melatarbelakangi perubahan RPJMD 

meliputi:  

1. Kondisi makro ekonomi dunia, nasional, dan daerah yang dalam 

pemulihan setelah masa resesif, pelemahan nilai tukar rupiah, 

meningkatnya harga minyak, dan pelbagai entitas ekonomi makro   

yang mempengaruhi perekonomian dalam konstelasi dunia, nasional, 

maupun daerah.  

2. Perubahan organisasi perangkat daerah dengan ditetapkannya Perda 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (melandasi Peraturan Pemerintah Nomor 18    

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah) yang ditetapkan setelah 

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik 

Tahun 2016-2021. 



 

 

3. Hasil pengendalian dan evaluasi sistem akuntabilitas instansi 

pemerintahan (SAKIP) yang merekomendasikan penyempurnaan 

pengukuran kinerja sesuai dengan hierarkhi kinerja antara kepala 

daerah, eselon II, eselon III, eselon IV, sampai dengan jabatan 

fungsional umum. Penjabaran pengukuran kinerja diterjemahkan 

dalam perumusan cascading kinerja utama daerah dala arsitektur 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada tingkatan 

tujuan, sasaran, dan program, sedangkan sasaran operasional dan 

kegiatan terletak pada Rencana Strategis (Renstra) OPD.  

4. Kapasitas fiskal daerah yang mengalami peningkatan terbatas 

sehingga estimasi pendanaan untuk program-program prioritas 

pembangunan I, II, dan III membutuhkan rasionalisasi didukung 

refocusing kegiatan.  

5. Perubahan Kebijakan Strategis Nasional yang berdampak terhadap 

pembangunan Kabupaten Gresik seperti penyelenggaraan 100 

Kabupaten/Kota Smart City, Pelaksanaan Perpres No. 59 Tahun 2017 

Tentang SDG’s, Perubahan Kebijakan Fiskal, Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2014-2019; dan sebagainya.  

6. Rekomendasi DPRD Kabupaten Gresik sebagai mitra kerja pemerintah 

daerah guna mewujudkan perencanaan pembangunan berkualitas 

untuk pembangunan Gresik yang lebih baik.  

 

Adapun substansi utama perubahan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 

2016-2021 meliputi perumusan dan pengukuran kinerja pada tujuan dan 

sasaran pembangunan; Penggabungan, penghapusan, dan penambahan 

nomenklatur program pembangunan; sertaKerangka kebutuhan estimasi 

pendanaan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal I 

 Cukup Jelas 

Pasal II 

 Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2017 

NOMOR  10 


